PERATURAN DESA ( PERDES )
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DESA

DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL



Menimbang

PERATURAN DESA DESA
PANGGUNGHARJO

KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

a. bahwa tanah desa merupakan salah satu kekayaan desa

yang perlu dikelola semaksimal mungkin, sehingga ada
peéningkatan ‘pendapatan desa guna penyelenggaraan

Pemerintahan.Desa;

..bahwa dalam rangka pemanfaatan tanah desa guna

peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan
pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfataan

tanah kas desa;

. bahwa dengan ditetapkannnya Undang Undang No. 13

Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015
tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Peraturan Gubernur



Mengingat

Nomor DIY Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemanfaatan Tanah Desa, maka Peraturan Desa

Panggungharjo Nomor 1 Tahun 2013 tidak sesuai lagi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan
Tanah Kas Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon

Kabupaten Bantul yang baru;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun, 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah = Kabupaten  dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun,1950 Nomor, );

. Undang Undang® No. 138, Tahun, 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik 'Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia 5339);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomeor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indenesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5589);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111, Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis, Peraturan di Desa (Berita

Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan, Keuangan Desa (Berita
Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. ‘Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor S Tahun, 1985 tentang Sumber Pendapatan dan
Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 1985 Nomor 67 Seri D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah
[stimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang
Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor S5 Tahun 1985
tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa,
Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001,

Nomor 68 Seri D);

9. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun

2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan



10.

11.

12.

13.

14:

15.

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 9);

Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yuogyakarta Tahun 2014
Nomor 113);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Sekretaris BPD Sebagaimana telah
Diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 23 Tahun 2001;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun
2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran DaerahnKabupaten Bantul Tahun 2007 Seri
D Nomor 12);

Pératuran Daerah, Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun
2015 \ tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015

Nomor 2);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor
23);

Keputusan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2003
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa
dan Sekretaris BPD Sebagaimana telah Diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23

Tahun 2001;



16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015

Nomor 2);

17. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 8 Tahun 2015

tentang Tata Kerja dan Organisasi Pemerintah Desa
Panggungharjo Kecamtan Sewon kabupaten Bantul

(Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2015 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGGUNGHARJO

Menetapkan :

dan
LURAH DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN‘BANTUL

MEMUTUSKAN

PERATURAN " DESA “PANGGUNGHARJO KECAMATAN

SEWON, KABUPATEN -BANTUL TENTANG PENGELOLAAN

DAN PEMANFAATAN TANAH DESA.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;

2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Panggungharjo, yaitu

penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat

Indonesia;

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik

3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu oleh Perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Lurah Desa adalah Lurah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon
Kabupaten Bantul;

BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa, Desa Panggungharjo
Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul,;

Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah atas dasar
persetujuan bersama antara BPD dan Lurah;

Tanah Desa adalah tanah yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau
Kadipaten dengan hak anggaduh, dan pemanfaataannya untuk kas
desa, bengkok/Lungguh dan Pengarem arem;

Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan
untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desay

Tanah Bengkok/Lungguh adalah bagian dari Tanah, Desa yang
dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat
Desa;

Tanah Pengarem arem adalah bagian dari Tanah, Desa yang
dipergunakan untuk pensiunan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Hak anggadhuh adalah hak untuk'memanfaatkan tanah yang diberikan
oleh Kasultanan dan / atau Kadipaten kepada Desa;

Pengelolaan Tanah Desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan
hasil guna Tanah Desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan
pengawasan sertaipengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan
Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.
Pemanfaatany, Tanah' Desa‘ adalah pendayagunaan Tanah Desa yang
digunakan untuk Tanah Kas Desa, bengkok/Lungguh, Pengarem arem
dalam, bentuk \digarap sendiri, disewakan, bangun guna serah atau
bangun serah'guna dengan tidak mengubah status kepemilikan;

Sewa menyewa adalah kegiatan pemanfaatan tanah kas desa oleh pihak
lain dalamjangka waktu tertentu dengan menerima uang tunai.

Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah
kas desa oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya
diserahkan kembali tanah beserta bangunannya dan/atau sarana
berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu.

Bangun serah guna adalah kegiatan pemanfaatan tanah kas desa oleh
pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut

fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk



17.

18.

19.

20.

21.

22.

(1)

(2)

didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu yang
disepakati.

Pelepasan atau penyerahan tanah kas desa adalah kegiatan melepaskan
hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah kas desa
(Pemerintah Desa) dengan tanah yang dimiliki/dikuasainya dengan
memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah dan dipergunakan untuk
mengadakan tanah pengganti yang lebih baik.

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah
dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang menyerahkan tanah,
bangunan, tanaman, dan benda lainnya yang berkaitan dengan tanah.
Perubahan pemanfaatan Tanah Desa adalah pemibahan dari suatu
bentuk pemanfaatan/penggunaan tertentu menjadi bentuk\pemanfaatan
/penggunaan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan
dan pelaporan hasil pendataan tanah kas desa.

Sertifikasi adalah kegiatan untuk, mensertifikatkan »tanah-tanah kas
desa guna mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum;
Tindakan Hukum adalah{ tindakan-tindakan @ guna menyelesaikan
permasalahan tanah kas desa melalui jalur hukum, baik secara perdata

maupun pidana;

BAB II PEMANFAATAN TANAH
DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Tanah Desa dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa untuk kas desa,
bengkok/Lungguh, dan Pengarem arem;
Pemanfaatan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Desa ini.



1)

)

Pasal 3

Tanah Desa di Desa Panggungharjo seluruhnya seluas 633.588 (enam

ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan) meter

persegi;

Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk :

a. Tanah Kas Desa seluas 212.077 (dua ratus dua belas ribu tujuh
pulu tujuh tujuh) meter persegi;

b. Tanah Lungguh/Bengkok seluas 374.488 (tiga ratus tujuh puluh
empat ribu empat ratus delapan puluh delapan) meter persegi; dan

c. Tanah Pengarem arem seluas 47.023 (empat puluh tujuh ribu dua
puluh tiga) meter persegi.

Rincian pemanfaatan Tanah Desa selanjutnya disampaikan dalam

lampiran tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan pemanfataan Tanah

Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat (2) sepanjang

menyangkut kepéntingan umum dan/atau kepentingan desa yang lebih

strategis;

Kepentingan, umum dan/atau kepentingan yang lebih strategis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.mPemenuhand kebutuhan infrastruktur dasar seperti tetapi tidak
terbatas ‘pada jalan umum; waduk, bendungan dan saluran irigasi
pertanian ‘lainnya; instalasi pengolahan air bersih; instalasi
pengelolaan limbah dan infrastruktur sanitasi lingkungan lainnya;

b. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur ekonomi seperti tetapi tidak
terbatas pada bangunan pasar desa; ruko dan prasarana jasa dan
perdagangan lainnya;

c. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur social seperti tetapi tidak
terbatas pada bangunan sekolahan dan prasarana pendidikan
lainnya; rumah sakit, posyandu dan prasarana pelayanan
kesehatan lainnya; masjid, musholla dan prasarana keagamaan
lainnya; makam, balai budaya, lapangan, ruang terbuka hijau dan

fasilitas umum lainnya;



(1)

(1)

(2)

(3)

d. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur permukiman seperti tetapi
tidak terbatas pada bangunan permukiman bagi warga masyarakat
berpenghasilan rendah dengan system sewa;

e. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pedukuhan seperti tetapi
tidak terbatas pada bangunan gardu ronda, balai pertemuan
warga, gudang perkakas dan sarana pedukuhan lainnya;

f. Kegiatan peningkatan nilai guna dari Tanah Desa sebagai sumber
Pendapatan Asli Desa, baik yang dikelola secara sendiri oleh
Pemerintah Desa maupun untuk dikerjasamakan dengan pihak

lainnya.

Pasal 5

Perubahan pemanfaatan Tanah Desa ditetapkan melalui Keputusan
Lurah Desa setelah memperoleh persetujuan dari BPD;

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan persetujuan setelah
Pemerintah Desa menyampaikan permohonan persetujuan dengan
melampirkan keterangan secara tertulis terkait dengan maksud dan

tujuan dilakukannya pefubahan pemanfaatan Tanah Desa;

Pasal 6

Perubahan pemanfaatan,Tanah Desa dari Lungguh dan/atau Pengarem
arem menjadi Tanah Kas Desa, dilakukan dengan tidak mengurangi
haksperangkat désa dan/atau mantan perangkat desa atas pendapatan
tambahan yang bersumber dari pemanfataan Lungguh dan pengarem
arem tersebut;

Pemerintah Desa harus menyediakan Tanah Desa yang senilai sebagai
pengganti Lungguh dan/atau Pengarem arem yang pemanfaatannya telah
dirubah menjadi Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
Dalam hal tidak tersedia Tanah Desa yang senilai yang dapat
digunakan sebagai pengganti, Pemerintah Desa harus memberikan
kompensasi sebesar nilai dari Lungguh dan/atau Pengarem arem yang
pemanfaatannya telah dirubah menjadi Tanah Kas Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1);



(4)

(9)

(1)

Yang dimaksudkan senilai dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah hasil guna
lahan bukan merupakan luasan.
Besaran kompensasi dianggarkan oleh Pemerintah Desa dalam APBDes

melalui rekening pembiayaan;

BAB III
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Tanah Kas Desa

Pasal 7

Pengelolaan tanah kas desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,
asas manfaat, kepastian hukum, keterbukaanj, efisiensi; akuntabilitas
dan kepastian nilai;

Pengelolaan tanah kas desa harus berdaya guna dan berhasil guna
untuk meningkatkan pendapatan desa;

Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapat persetujuan dari BPD;

Tanah kas desa dikelola oleh) Pemerintah Desa dan dimanfaatkan
untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan masyarakat desa;

Pengelolaan “tanah kas desa dilaksanakan dengan kegiatan

perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) adalah

kegiatan-kegiatan yang meliputi :

a. Merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan;

b. Menetapkan bidang-bidang dan persil-persil tanah sesuai dengan
peruntukannya,;

c. Menetapkan target dan waktu kegiatan;



(2)

(1)

(2)

(3)

1)

(2)

d. Menetapkan pembiayaan; dan
e. Menetapkan jangka waktu pengelolaan;
Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Pasal 9

Pemanfaatan Tanah Kas Desa dilakukan untuk :
a. Digarap sendiri dengan;

1. tidak melakukan perubahan fungsi; atau

2. melakukan perubahan fungsi
b. Disewakan;
c. Bangun guna serah dan/Bangun serah guna;
Pemanfaatan Tanah Kas, Desa yang digarap sendiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ‘huruf a‘dirinci lebih lanjut dalam lampiran I
Peraturan Desa ihi;
Pemanfaatan Tanah, Kas Desa yang digarap sendiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)»haruf b dirinci lebih lanjut dalam lampiran II,

lampiran Il dan lampiran IV Peraturan Desa ini.

Pasal 10

Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9
ayat (1) huruf a, b, dan c harus mendapatkan izin dari Gubernur.

Izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
terhadap pemanfaatan Tanah Kas Desa yang digarap sendiri dan tidak

berubah fungsi.



Pasal 11

(1) Untuk mendapatkan izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada
Pasal 10 ayat (1) Pemerintah Desa harus menyampaikan surat
permohonan kepada Gubernur melalui Bupati, yang dilampiri dengan :
a. Identitas pemohon yang akan memanfaatkan Tanah Kas Desa;

b. Fotocopy bukti diri bagi pemohon perseorangan atau fotocopy bukti
diri penanggung jawab bagi pemohon yang bukan merupakan
perseorangan,;

c. Untuk badan usaha swasta melampirkan fotocopy akta pendirian
yang telah dilegalisir;

d. Proposal yang memuat :

1. maksud dan tujuan pemanfaatan Tanah Kas Desa;

2. bentuk pemanfaatan;

3. data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
4. letak tanah yang meliputi :

a. Pedukuhan;

b. Desa;

c. Kecamatan; dan

d. Kabupaten;

Jangka waktu pemanfaatan Tanah Kas Desa;

Keputusan Lurah Desa;

Persetujuan Badan/permusyawaratan Desa; dan

©® N o o

Rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Badan
Koordinasi Pembangunan Daerah (BKPRD) Kabupaten.

(2) Untuk memperoleh persetujuan dari BPD, Pemerintah Desa harus
menyampaikan proposal yang memuat sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d angka 1,2,3,4 dan 5.

Paragraf 2

Pemanfaatan Tanah Kas Desa Dengan Digarap Sendiri

Pasal 12

(1) Pemerintah Desa dapat memanfaatkan Tanah Kas Desa dengan digarap

sendiri baik dengan melakukan perubahan fungsi maupun dengan tidak



melakukan perubahan fungsi, sebagaimana yang dimaksud pada pasal

9 ayat (1) huruf a;

(2) Dalam kaitannya Tanah Kas Desa digarap sendiri dengan tidak

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

melakukan perubahan fungsi dilaksanakan berdasarkan prinsip
partisipastif;

Dalam kaitannya Tanah Kas Desa digarap sendiri dengan melakukan
perubahan fungsi, sebelumnya Pemerintah Desa harus sudah
memperoleh izin perubahan fungsi dari Gubernur sebagaimana

dimaksud pada pasal 10 ayat (1).

Yang dimaksud dengan prinsip partisipasif sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat (2) adalah dengan melibatkan warga masyarakat dalam

pemanfaatannya.

Paragraf 3

Pemanfaatan Tanah Kas Desa Dengan Disewakan

Pasal 13

Pemerintah Desa dapat ™ melakukan  pemanfaatan Tanah Kas Desa
dengan menyewakan kepada masyarakat dan/atau pihak ketiga lainnya;
Pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan menyewakan sebagaimana yang
dimaksudspada ayat (1) terdiri dari;

a. Menyewakan dengan tanpa perubahan fungsi

b. Menyewakan déngan perubahan fungsi

Pasal 14

Sewa dengan tanpa perubahan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada
pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang;

Sewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
perjanjian sewa, yang paling sedikit memuat tentang

a. subjek dalam perjanjian;

b. obyek perjanjian;

c. ruang lingkup;

d. jangka waktu;



e. hak dan kewajiban;
f. sanksi;
g. besaran sewa;
h. penyelesaian perselisihan;
i. keadaan memaksa (force majeure); dan
j- pengakhiran perjanjian.
(3) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tiap 1

(satu) tahun sekali;

Pasal 15

(1) Sewa dengan perubahan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada pasal
13 ayat (2) huruf b dilakukan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
dapat diperpanjang;

(2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian
sewa dan ditinjau kembali setiap 4 (empat) tahun;

(3) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan perjanjian
sewa, paling sedikit memuat:

a. subjek dalam perjanjian;

b. obyek perjanjian;

c. ruang lingkup;

d. jangka waktu;

e. hak dan‘kewajiban;

f. sanksi;

g. besaran sewa;

h. penyelesaian perselisihan;

1. keadaan memaksa (force majeure);

j. pengakhiran perjanjian; dan

k. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
(4) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tiap 1

(satu) tahun sekali dan dibayarkan pada setiap awal tahun.
Pasal 16
(1) Pemerintah Desa melakukan evaluasi kegiatan sewa meenyewa Tanah

Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) sekurang-

kurangnya setiap 3 (tiga) tahun sekali;



(2) Pemerintah Desa melaporkan hasil evaluasi kegiatan sewa menyewa Tanah

Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD (Badan
Permusyawaratan Desa) sebagai satu bagian yang tidak

terpisahkan dari LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)

Pasal 17

(1) Tanah Kas Desa yang disewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
ayat (2) huruf b dapat didirikan bangunan-bangunan oleh pihak
penyewa;

(2) Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilarang,:

a. mengalihkan penguasaan atau menyewakan kembali Tanah Kas Desa
kepada pihak lain;
a. menambah keluasan Tanah Kas Desa yang telah ditetapkan oleh
Gubenur; dan/atau
b. dipergunakan sebagai pemukiman atau tempat tinggal.
Pasal 18

(1) Setelah berakhirnya masa perjanjian sewa, pihak penyewa wajib
menyerahkan Tanah Kas «</Desa beserta bangunan-bangunan dan
tanaman‘yang ada diatasnya kepada Pemerintah Desa;

(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi
dengan berita acara serah terima;

(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) adalah bangunan-bangunan
milik pemerintah yang yang digunakan untuk kepentingan umum, dengan

ketentuan bangunan-bangunan masih dipergunakan untuk
menjalankan tugas dan fungsi instansi;

(4) Dalam hal perjanjian sewa akan diperpanjang, maka tata cara

pemanfaatannya diatur sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 dan

Pasal 15.



Pasal 19

(1) Pemanfaatan tanah kas desa berupa bangun guna serah dan bangun serah

guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan atas

dasar :

a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan pemerintahan desa untuk pelayanan kepentingan
umum;

b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

untuk penyediaan bangunan fasilitas.

(2) Prosedur bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana

(3)

dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Mendapat rekomendasi Bupati;

b. Mendapat ijin Gubernur.

Jangka waktu kerjasama bangun guna serah dan bangun serah guna
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan dapat diperpanjang;

(4) Dalam pelaksanaan bangun guna serah' dan bangun serah guna

(S)

dilakukan evaluasi oleh Tim yangdibentuk oleh Lurah Desa;
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi
pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna  kepada

Pemerintah Desa;

(6) Bangun guna serah, dan bangun serah guna  dilakukan melalui

perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :

a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;

o

. Obyek perjanjian;
Jangka waktu;

o o

. Mekanisme bagi usaha yang layak dan wajar;
Hak dan kewajiban para pihak;
Mekanisme penyelesaian perselisihan;

Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan

50t O

. Mekanisme evaluasi pelaksanaan perjanjian.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 20

Hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal
10 ayat (1) menjadi pendapatan desa.

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian dari keuangan desa masuk lain-lain pendapatan desa yang sah.
Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam

buku kas umum dan disetor dalam rekening kas desa.

Pasal 21

Kelompok masyarakat dapat mengajukan permohoénan pemanfaatan
Tanah Kas Desa dengan perubahan fungsi untuk dipergunakan bagi
kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud pada,pasal,9 ayat (1)
huruf a angka 2;
Kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :
a. Fasilitas peribadatan yang dikelola oleh masyarakat;
b.Fasilitas pendidikan non {ormal vyang bisa dikelola oleh masyarakat
dan atau kelompok masyarakat, dan untuk pendidikan formal harus
berupa Yayasan;
c. Fasilitas kesehatan dasar yang dikelola oleh masyarakat; dan
d. Fasilitas umum pedukuhan yang dikelola oleh masyarakat lainnya.
Satuan kelompok masyarakat 'yang dapat mengajukan permohonan
pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan perubahan fungsi sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) adalah Kelompok Kegiatan (Pokgiat) LPMD
pedukuhan setempat;
Permohonan \pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan perubahan fungsi
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Pemerintah Desa yang dengan melampirkan;
a.Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok
Kegiatan (Pokgiat) LPMD dengan diketahui oleh dukuh setempat
b. Foto copy bukti diri dari pemohon
c. Proposal yang memuat :
1. Maksud dan tujuan pemanfaatan Tanah Kas Desa;
2. Bentuk pemanfaatan;

3. Data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;



4. Letak tanah yang meliputi :
a) Pedukuhan;
b) Desa;
c) Kecamatan;
. Susunan panitia pelaksana
. Fotocopy KTP Ketua dan Sekretaris
. Denah Lokasi

o N O Ul

. Gambar Rencanaa Bangunan

(5) Tata cara, Pengaturan dan Penatalaksanaan pemanfaatan Tanah Kas
Desa oleh kelompok masyarakat dengan perubahan fungsi termasuk
akan tetapi tidak terbatas kepada penatalaksanaan asset yang berdiri

diatasnya, untuk selanjutnya diatur melalui Peraturan Lurah Desa.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 22

Biaya sertifikasi tanah yang disewa dengan perubahan fungsi, biaya pelepasan
tanah, biaya pengadaan tanah pengganti, biaya sertifikasi tanah pengganti
dan biaya pengurusan perijinan pemanfaatan tanah yang dilaksanakan bukan
oleh Pemerintah Desa menjadi'beban pemohon atau pemanfaat. Akan tetapi
jika atas tanah kas desa,yang digunakan oleh Pemerintah Desa sendiri atau

masyarakat menjadicdbeban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



(2)

(3)

(4)

BAB IV
PEMANFAATAN TANAH LUNGGUH DAN PENGAREM AREM

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Tanah Lungguh

Pasal 23

Tanah Lungguh dimanfaatkan sebagai tambahan penghasilan bagi Lurah
Desa dan Pamong Desa termasuk Carik Desa yang berstatus sebagai
Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Besaran Tanah Lungguh Carik Desa PNS maksimal 50% (lima puluh
persen) dari luasan Tanah Lungguh yang seharusnya diterimakan untuk
Carik Desa Non PNS.

Rincian besaran Lungguh bagi Lurahw Desa “dan, Pamong Desa
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebutidalam lampiran V yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 24

Apabila jabatan Lurah Desa dan Pamong Desa dijabat oleh Penjabat
Lurah Desa atauw Penjabat Pamong Desa, diberikan tambahan
penghasilan berupa tanah Lungguh sebanyak-banyaknya setengah dari
tanah Lungguh yang sehartisnya diterimakan kepada pejabat definitif;
Jangka waktu  pemberian tambahan penghasilan sebagaimana yang
dimaksud padacdayat (1) adalah sejak dilantiknya penjabat sementara
sampaidengan diangkatnya pejabat yang definitif;

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan‘dengan Keputusan Lurah Desa.

Dalam hal jabatan Lurah Desa dijabat oleh Penjabat Lurah Desa,
diberikan tambahan penghasilan berupa tanah Lungguh yang

ditetapkan dengan Peraturan Desa.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pasal 25

Pemanfaatan tanah Lungguh oleh Lurah Desa dan Pamong Desa
dilakukan dengan ;

a. digarap sendiri; dan/atau

b. disewakan.

Pemanfaatan Tanah Lungguh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan tanpa perubahan fungsi.

[jin Lurah Desa menjadi syarat untuk tanah lungguh yang disewakan

Pasal 26

Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada pasal », 25 ayat (1)
huruf b tidak boleh melebihi masa jabatan dari'Lurah Desa dan Pamong
Desa yang bersangkutan.

Tanah Lungguh diserahkan kepada Pemerintah Desa pada saat Lurah
Desa dan Pamong Desa yang bersangkutan habis masa jabatan.
Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berita acara

serah terima.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Pengarem arem

Pasal 27

Pengarem arem diberikan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa setelah
habis masa jabatan atau meninggal dunia dalam masa jabatan.
Besaran Pengarem arem dan jangka waktu pemberian Pengarem arem

ditetapkan‘melalui Keputusan Lurah Desa.

Pasal 28

Pemanfaatan Pengarem arem sebagaimana yang dimaksud pada pasal
26 dilakukan dengan ;
a. digarap sendiri; dan/atau

b. disewakan



(2)

(3)

(4)

(9)

Pemanfaatan Pengarem arem sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan tanpa perubahan fungsi.

Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1)
huruf b paling lama 1 (satu) tahun.

[jin Lurah Desa menjadi syarat untuk tanah pengarem-arem yang
disewakan.

Rincian pemanfaatan Tanah Desa sebagai tanah Pengarem arem
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran VI yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V
PELEPASAN TANAH DESA UNTUK KEPENTINGAN .UMUM

Pasal 29

(1) Tanah desa dapat dilepaskan untuk :

a. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kkepentingan umum oleh
Pemerintah / Pemerintah Daerah atau BUMN;

b. Pengganti tanah masyarakat yang dimanfaatkan oleh Pemerintah
untuk pembangunan;

c. Pengganti tanah masyarakat yang terkena pengadaaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum; dan / atau

d. Kepentingan relokasi hunian karena terjadi bencana alam.

(2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Pertahanan dan keamanan nasional,

b.Jalan umumy jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta
api,.dan, fasilitas operasi kereta api;

c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, Saluran air minum, saluran
pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;

d. Pelabuhan, Bandar udara, dan terminal;

®

Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;

f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan ditribusi tenaga listrik;
g. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;

[y

Rumah sakit Pemerintah /Pemerintah Daerah;

j- Fasilitas keselamatan umum (tanggul penanggulangan banjir, bahaya

lahar, dll);



(3)

(4)

()

(6)

k. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;

—

Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;

. Cagar alam dan cagar budaya;

BB

Kantor Pemerintah /Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa;

Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah,

©

serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan
status sewa;

p. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;

q. Prasarana olah raga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan

r. Pasar umum dan lapangan parkir umum.

Pelepasan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Izin dari Gubernur; dan

b. ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan;

Dalam hal penggantian berupa uang hatus, digunakan untuk membeli

tanah pengganti yang senilai.

Pelaksanaan pelepasan tanah désa dan perolehan tanah pengganti

dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Bupati.

Untuk mendapatkan izin dari Gubernur sebagimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a, Pémerintah Desa  harus menyampaikan surat

permohonan kepada Gubernur melalui Bupati, yang dilampiri dengan :

a. identitas diriduntuk lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah atau
Lembaga yang " diberi penugasan untuk melaksanakan kepentingan
umum/dengan melampirkan peraturan pembentukan kelembagaan;

b. Proposal yang memuat ;

1) maksud dan tujuan pemanfaatan Tanah Kas Desa;
2) bentuk pemanfaatan;
3) data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
4) letak tanah kas desa, yang meliputi :
1. pedukuhan;
ii. desa;
iii. kecamatan; dan
iv. kabupaten.
5) rencana penganggaran, yang meliputi:
i. besarnya dana; dan
ii. sumber dana.

6) Keputusan Lurah Desa;



7) Persetujuan Badan Permusyawaratan Rakyat;
8) Rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Badan
Koordinasi Pembangunan Daerah (BKPRD) Kabupaten.
(7) Dalam pelaksanaan pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi tanah milik Kasultanan dan/atau tanah milik

Kadipaten.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

(1) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Tamah Desa dilaksanakan
oleh Lurah Desa dan BPD.

(2) Lurah Desa wajib menyampaikan laporannsecara tertulis kepada BPD
tentang pelaksanaan pengelolaan Tanah Desa * dalam rangka
pengendalian pengelolaan Tanah Desa yang dilaksanakan setiap akhir

tahun.

BABVII PENGAMANAN TANAH
KAS DESA

Pasal 31

Pengamanan tanah desaidilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
a. Inventarisasi;
b. Sertifikasipdan

c. Tindakan Hukum.



(1)

(2)

(3)

(1)

(4)

(1)

Pasal 32

Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 30 huruf a
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan menghimpun hasil inventarisasi
tersebut kedalam daftar inventaris Tanah Desa;

Kegiatan inventarisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Tim ad hoc yang dibentuk melalui Keputusan Lurah Desa
Salinan daftar inventaris Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan oleh Lurah Desa kepada BPD.

Pasal 33

Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31" huruf b harus
dilaksanakan terhadap Tanah Desa yang belum bersertifikat agar
mendapatkan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum;
Sertifikasi dilaksanakan secara bertahap sesuai, dengan» kemampuan
keuangan desa;

Tanah Desa yang berasal dari hak anggadhuh dan tanah pengganti dari
pelepasan Tanah Desa yang berasal dari hak anggadhuh disertifikatkan
atas nama Kasultanan dan/atau Kadipaten;

Tanah Desa yang diperoleh dari hasil, usaha desa dan menggunakan

anggaran dari desa disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 34

Semua,, sengketa yang terkait dengan kegiatan pengelolaan dan

pemanfaatan Tanah Desa, diselesaikan dengan cara musyawarah dan

berpedoman pada kesepakatan/perjanjian yang telah dibuat;

(2) Apabilal wmusyawarah tidak dapat mencapai kesepakatan maka

(3)

Pemerintah Desa dapat menempuh penyelesaian dengan melakukan
tindakan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 30 huruf c;
Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa
gugatan perdata dan laporan pidana;

Tindakan hukum dapat dilakukan terhadap pihak lain yang tidak terkait
dengan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Desa apabila pihak lain
tersebut diduga melakukan pelanggaran hak maupun tindak pidana

terhadap Tanah Desa.



BAB VIII KETENTUAN
PERALIHAN

Pasal 35

(1) Tanah Desa yang sampai dengan saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat
baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok, baik yang
melakukan perubahan fungsi maupun yang tidak melakukan perubahan
fungsi, harus disesuaikan dengan Peraturan Desa ini;

(2) Penyesuaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Pemerintah Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak

ditetapkannya Peraturan Desa ini.

Pasal 36

(1) Tanah Desa yang berasal dari hak anggadhuh dan tanah pengganti dari
pelepasan Tanah Desa yang berasal dari hak: anggadhuh yang telah
disertifikatkan atas nama Pemerintah \Desa akan dilakukan peralihan
hak menjadi tanah milik Kasultananidan/atau Kadipaten;

(2) Biaya peralihan hak (dari Pemerintah Desa menjadi tanah milik
Kasultanan dan/atau Kadipaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakansesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Panggungharjo

Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 38

Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan

Desa ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 39

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lem

Panggungharjo.

Ditetap i Desa

Pada ta m

LURAH D
\ U GGORO HADI
jo

LEMBARAN DESA PANGGUNGHARJO TAHUN 2015 NOMOR 12

Diumumkan di Pan

g
Pada tangga ber

CARIK DESA,

YULI TRISNIAT



Lampiran: |
TANAH KAS DESA YANG DIGARAP SENDIRI
OLEH PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO

No JENIS BARANG LUAS LETAK/ KELAS DIPAKAI / STATUS TANAH MULAI DIGUNAKAN
DAN PERSIL (M 2) LOKASI TANAH PEMANFAATAN

(1) (2) 3) (4) (5) (6) (8) (9)
1 |S.132 500|Garon Il Masjid Taqwa Kas Desa 1973
2 |S.132 400|Garon Il TK Marditama Kas Desa 1973
3 |137/Cb 30|Lor Garon v Perpustakaan & posronda Kas Desa 2014
4 |S.93 250|Cabeyan v Gedung Paud Kas Desa 2009
5 |S.66 4,300(Lor Cabeyan i Lapangan Kas Desa 2015
6 |S.50 80|Karang gedhe v Musholla Kas Desa 2006
7 |S.30a 500|Geneng Il Masjid, Assyakirin Kas Desa 1985
8 [S.64 1,250{Jaranan Ll Masjid At Tagqwa Kas Desa 1983
9 |S.68 300|Jaranan Il Gedung pertemuan Kas Desa 2014
10 (S.64 250(Jaranan HI Gedung PAUD Jaranan Kas Desa 2012
11 |S.103 70|Prancak Dukuh ] Mushoela Baitul Qodar Kas Desa 1997
12 |S.130 500|Prancak Dukuh I TK'Kuncup Harapan Kas Desa 1990
13 [S.54 200|Glondong Il Gedung TPA Kas Desa 2009
14 |S.38 400(|Sawit Il Masjid Al Hikmah Kas Desa 1980
15 |[S.5 150|Sawit | Masjid An Najiyah Kas Desa 2007
16 [S.38 400|Sawit Il TK Marsudi Siwi Kas Desa 1970
17 |S.5 1,000|Sawit I BUMDes Kas Desa 2013
18 |[S.16 600|KI. Pelemsewu 11 TK. Pertiwi Kas Desa 2006
19 |S.68 600|Sorowajan 1l Masjid Al Musthofa Kas Desa 1975
20 |S.26 150|Tegal Krapyak I Masjid Al Ikhsan Kas Desa 2005
21 |S.26 700{Tegal Krapyak I Makam Desa Kas Desa 2015
22 |S.140 70(Kweni Il Gudang Perkakas Kas Desa 2010
23 [S.143 2,600]|Pelemsewu [l Kantor Desa Kas Desa 1954
24 [S.45 300|Krapyak Kulon 11 BKB Cempaka Kas Desa 2015
25 |S1 214|Dongkelan Il TK Marsudi Putra Kas Desa 1983




No JENIS BARANG LUAS LETAK/ KELAS DIPAKAI / STATUS TANAH MULAI DIGUNAKAN
DAN PERSIL (M 2) LOKASI TANAH PEMANFAATAN
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (8) (9)
26 |S.84a 300|Wt Jogoripon V belum termanfaatkan Kas Desa Rencana
27 |[S.84a 1,305|Wt Jogoripon \Y, belum termanfaatkan Kas Desa Rencana
28 |S.25 346|Lor Geneng I belum termanfaatkan Kas Desa Rencana
29 [S.25 312|Lor Geneng I belum termanfaatkan Kas Desa Rencana
30 |S.56 1,000(|Kulon Jaranan 11 belum termanfaatkan Kas Desa Rencana
31 [S.56 300(Kulon Jaranan 11 IPAL KOMUNAL Kas Desa 2014
32 [S.87 120]|Kidul Sawit Il belum termanfaatkan Kas Desa Rencana
33 [S.88b 315|Sanggrahan v belum‘termanfaatkan Kas Desa Rencana
34 |S.3 215|Cangkring Malang 1 belum termanfaatkan Kas Desa Rencana
35 |s.81 200|Kowen Il belum termanfaatkan Kas Desa Rencana
36 |S.68 510|Lor Tembi 11 belum\termanfaatkan Kas Desa Rencana
37 |[S.87 80(Krapyak Wetan I belum termanfaatkan Kas Desa Rencana
38 |s.13 650(Geneng V2 belum termanfaatkan Kas Desa Rencana
39 |s.13 4,000(Wetan Geneng 11 belum termanfaatkan Kas Desa Rencana
40 |[S.129 500|Kulon Garon v belum, termanfaatkan Kas Desa Rencana
41 1S.49 352|Kulon Gedangan N belum termanfaatkan Kas Desa Rencana
42 |S.62 113|Cabeyan v belum termanfaatkan Kas Desa Rencana
Jumlah 26,432

Lurah Desa,

ttd

W ahyudi Anggoro Hadi

Panggungharjo, 3 Desember 2015




TANAH KAS DESA YANG DISEWAKAN
DALAM JANGKA WAKTU SEWA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN

DESA PANGGUNGHARJO

Lampiran: I

NO | PERSIL (M 2) LOKASI TANAH [ NOMOR PENGGARAP ALAMAT ASAL TANAH WAKTU PER m2

1) ) ©) 4 () (6) (7) (8) ) (10) (12) (13)

1 |S.111 200|Garon [l 000100|Suparno Garon Suparno 1tahun Rp 700 | Rp 140,000
2 |[S.123 422|KI Kadangan v Jumaryono Cabeyan Jumaryono 1 tahun Rp 700 | Rp 295,400
3 [S.144 200|Garon [\ Lasidja Garon H. Djaelani BA 1 tahun Rp 700 | Rp 140,000
4 [S.144 210|Lor Kadangan \Y% Lasidja Garon Kas Asli Desa 1 tahun Rp 700 | Rp 147,000
5 |[S.128 200|Kulon Garon v 000100|Lasidjo Garon Kas'Asli Desa 1 tahun Rp 500 | Rp 100,000
6 |[S.123 225|Kl.Kadangan i Potro Kadangan Ny:W elas 1 tahun Rp 700 | Rp 157,500
7 |S.43 210|Kulon Gedangan v 00043|Panto Wiyono Cabeyan Ny Wartinah 1 tahun Rp 700 | Rp 147,000
8 [S.43 122 (Kulon Gedangan i 00041 |Ny Yotopawiro cabeyan Ny Yotopawiro 1 tahun Rp 700 | Rp 85,400
9 |S.49 110|Kl.Gedangan 11 Warto Cabeyan Ny Wagirah 1 tahun Rp 700 | Rp 77,000
10 |S. 129 300|Wetan Cabeyan v Sakiman Cabeyan Kas Asli Desa 1 tahun Rp 500 | Rp 150,000
11 |S. 129 300(Wetan Cabeyan v Sakiman Cabeyan Kas Asli Desa 1 tahun Rp 500 | Rp 150,000
12 |S.4 304|KI Ngireng-ireng Y Takmir A.S Saraban Praptowiyono 1 tahun Rp 700 | Rp 212,800
13 |S.38 194|Kd Geneng Il 00066|Parjono Gedangan Sarwidi Utomo 1 tahun Rp 700 | Rp 135,800
14 |S.29 472|Wetan Mrisen I Samidjo Jaranan Sri Widodo 1 tahun Rp 700 | Rp 330,400
15 |S.80 389|KIl Dukuh Il Marmi Glondong Marmi 1 tahun Rp 700 | Rp 272,300
16 |S.121 295|Pandes Il Gito Pandes Gito 1 tahun Rp 700 | Rp 206,500
17 |S.121 668|Pandes 11 00089|Mito Wiyono Pandes Mito Wiyono 1 tahun Rp 700 | Rp 467,600
18 |S.117 136|Kidul Weden Il Saidi Utomo Pandes Yatinah 1 tahun Rp 700 | Rp 95,200
19 |S.4b 360|Lor Sawit Il Yitno Sawit 1 tahun Rp 700 | Rp 252,000
20 |[S.157 444|Kweni I Trisnopawiro Kweni Trisnopawiro 1 tahun Rp 700 | Rp 310,800
21 |S.60 275|Kweni Il Darmopawiro Kweni Darmopawiro 1 tahun Rp 700 | Rp 192,500
22 |[S.93 70|Lor Sorowajan Y Nur Asih Sorowajan 1 tahun Rp 700 | Rp 49,000
23 |S.15 427|Kepek Tbh Vv 00013|Slamet Kepek Tbh Slamet 1 tahun Rp 700 | Rp 298,900
24 |S.25 416|Ngentak i 00056|Nawawi Ngasem Tbh Nawawi 1 tahun Rp 700 | Rp 291,200
25 |[S.83 361|Sanggrahan 1] 00019|Sriwanto Sanggrahan Sriwanto 1 tahun Rp 700 | Rp 252,700
26 |S. 202 331[Sewon v 00003|Aswandi Sewon Aswandi 1 tahun Rp 700 | Rp 231,700
27 |S. 202 482|Sewon v 00002|Sugeng Sewon Sugeng 1 tahun Rp 700 | Rp 337,400
28 |S. 142 545(Jomblang i 00011|Pujo Sujiman Jomblang Pujo Sujiman 1 tahun Rp 700 | Rp 381,500




NO | PERSIL (M 2) LOKASI TANAH [ NOMOR PENGGARAP ALAMAT ASAL TANAH WAKTU PER m2
1) ) ) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13)
29 |[S.14 821|Jombor Il Damayji Jombor Damaiji 1 tahun Rp 700 | Rp 574,700
30 [S.14 721|Jombor Il Damaji Jombor Damaji 1 tahun Rp 700 | Rp 504,700
31 |S.12 1,180|Jombor I Damaji Jombor Damaiji 1 tahun Rp 700 | Rp 826,000
32 |[S.8 848|Jombor 1 00020|Humam Jombor Humam 1 tahun Rp 700 | Rp 593,600
33 |S.99 501|Dadapan Y Suyatno Dadapan Suyatno 1 tahun Rp 700 | Rp 350,700
34 |S.12 745(Jombor I 00014|Amad Dadiri Jombor Amad Dadiri 1 tahun Rp 700 | Rp 521,500
35 |S.11 521|Mriyan 11 00012|Sudiyanto Mriyan Sudiyanto 1 tahun Rp 700 | Rp 364,700
36 |S.58a 762|Dobalan I 00016{Humam Dobalan Humam 1 tahun Rp 700 | Rp 533,400
37 |S.48 249|Slanggen i 00010(|Daroyah Slanggen Daroyah 1 tahun Rp 700 | Rp 174,300
38 |S.61 276(Slanggen v 00004 |Daroyah Slanggen Daroyah 1 tahun Rp 700 | Rp 193,200
39 |[S.20 342|Ngentak 1 Nawawi Ngentak Nawawi 1 tahun Rp 700 | Rp 239,400
40 |S.58a 375|Dobalan I 00024 |Amin Dobalan Amin 1 tahun Rp 700 | Rp 262,500
41 |S.81 679|Kowen Il 00025|Ny Kasioseno Kowen Ny Kasioseno 1 tahun Rp 700 | Rp 475,300
42 |[S.80 164|Kowen Il 00026|Wanti Wiasih Kowen Wanti Wiasih 1 tahun Rp 700 | Rp 114,800
43 |S.80 170|Kowen Il 00027|Jariyah Kowen Jariyah 1 tahun Rp 700 | Rp 119,000
44 [S.59 290|KI Kepuhan Il 00075|Arifin Cabeyan Parjo 1 tahun Rp 700 | Rp 203,000
Jumlah 17,312 Rp 11,958,400

Panggungharjo, 3 Desember 2015

Lurah Desa,

ttd

W ahyudi Anggoro Hadi




TANAH KAS DESA YANG DISEWAKAN

Lampiran : 1l

DALAM JANGKA WAKTU LEBIH DARI 3 (TIGA) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN
DESA PANGGUNGHARJO

LUAS

LETAK/

KELAS

DIGUNA USAHAKAN

PENGGUNA

ALAMAT

JANGKA

BESAR SEWA

No PERSIL JUMLAH SEWA KETERANGAN
(M 2) LOKASI TANAH UNTUK PENYEWA PENGGUNA | WAKTU PER m2

(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 |S.158 1,808|Garon I Kandang Ternak Priyono Garon 1th Rp 400 | Rp 723,200 [Tahun 2012

2 |S.130 2,000|Garon i Kandang Ternak Samidji Cabeyan 1th Rp 400 | Rp 800,000 [Tahun 2012

3 [S.82 4,550[Cabeyan v Rumah Makan Ir. Nurman Yogyakarta 20 th Rp 2,000 Th 1999 s/d 2019
4 |[S.87 3,500({Cabeyan v Penampungan Kayu |PT Jago Yogyakarta 20 th Rp 180,000,000 [Th 2000 s/d 2020
5 |[S.87 2,000|Cabeyan v Penampungan Kayu |PT Karisma Yogyakarta 20 th - Tahun 2013

6 |S.87 150|Cabeyan v Ruko warga masyarakat |panggungharjg 1 th Rp 22,000,000 [Tahun 2016

7 |[S.82 1,000(Cabeyan v Bengkel Mobil Hariyanto Cabeyan 1th Rp 2,000 | Rp 2,000,000 |Tahun 2012

8 |[S.50 300|Cabeyan v Material Kasiran Cabeyan 1th Rp 660 [ Rp 198,000 [Tahun 2012

9 [S.99.98 2,600|Cabeyan v Penyandang Cacat Yayasan Mandiri,, |yogyakarta 20 th Rp 2,000 - Pembayaran /5 th
10 |S.100,S.14 6,000|Cabeyan v Meubel PT Dekor Yogyakarta 20 th Rp 2,000 - Pembayaran/5 th
11 |S.67 2,200{Mangunan v Kandang Ternak Murgiyanto Mangunan 1th Rp 350 [ Rp 770,000 [Tahun 2012

12 |S.99 300|Cabeyan v Bengkel Las Wjang Cahyadi Kretek 1th Rp - | Rp 10,500,000 [Tahun 2012

13 |S.13 2,000|{Wt Geneng v Sarung Tangan Flora Samosir Yogyakarta 20 Rp 2,000 Tahun 2012

14 |S.13 1,650|Geneng v Bengkel Las Kerto Rejo Geneng 1th Rp 2,000 [ Rp 3,300,000 [Pembayaran/ 3 th
15 |S.139 4,775[Jaranan v Kandang Ternak Budiman Jaranan 1th Rp 400 | Rp 1,910,000 [Tahun 2012

16 |S.48 3,463 (Jaranan I Kandang Ternak Sardjono Jaranan 1th Rp 400 | Rp 1,385,200 [Tahun 2012

17 |S.68 900(Jaranan 1 Kolam ikan Herman B.S Jaranan 1th Rp 350 | Rp 315,000 |Tahun 2012

18 |S.81 490|Krapyak Wt I Kolam ikan Gunawan Krapyak Wt 1th Rp 700 | Rp 343,000 [Tahun 2012

19 |S.154 200|Glondong v Tempat pelatihan Gerbang Desaku [Pandes 1th Rp 1,000 | Rp 200,000 [Tahun 2012

20 |S.139 10,200|Glondong Il Lap. Sepakbola Masyarakat - Rp -|Rp - -

21 [s.139 300{Glondong Il |Area Parkir AKBID Yo 20th | Rp 1,000 | Rp 300,000 |P€Mbayaran per3

th (mulai 2013)




No PERSIL LUAS LETAK/ KELAS [ DIGUNA USAHAKAN PENGGUNA ALAMAT | JANGKA| BESAR SEWA JUMLAH SEWA KETERANGAN
(M 2) LOKASI TANAH UNTUK PENYEWA PENGGUNA | WAKTU PER m2

(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

22 |S.109 2,275|Prancak Dukuh I Kandang Ternak Mujiono Prancak Duku 1th Rp 400 | Rp 910,000 [Tahun 2012

23 |S.132 750|Pandes I Bengkel Mobil Triyanto Pandes 20 th Rp 2,000 Tahun 2015

24 1S.132 2,500|Pandes Il Pom Bensin PT Milan Persada [Yk 20th, | Rp - | Rp 40,000,000 |Pembayaran/5 th
25 ([S.125 3,000|Pandes v Kandang Ternak Putra Setiyarta Pandes 1th Rp 400 | Rp 1,200,000 [Tahun 2012

26 1S.129,130 11,000|Wt Pandes I Gudang Edy Suryanto Yk 20 Rp 2,000 Pembayaran/5 th
27 |[S.5 4,120|Sawit I Kandang Ternak Subardi Sawit 1th Rp 400 | Rp 1,648,000 [Tahun 2012

28 |S.10 2,500|Sawit v Kolam ikan Totok Glondong 1th Rp 300 | Rp 750,000 [Tahun 2012

29 |S.09 2,000|Sawit v Kolam ikan Putra Setiyarta Pandes 1th Rp 300 | Rp 600,000 [Tahun 2012

30 [S.139 2,000|Kweni 1] Lap SD Jar | SD Jarakan | Kweni 1th Rp 300 | Rp 600,000 [Tahun 2012

31 |S.121 4,720(Kweni i Kandang Ternak MWazani Kweni 1th Rp 400 | Rp 1,888,000 |Tahun 2012

32 |S.122 1,000(Kweni Il Kandang Ternak MW azani Kweni 1th Rp 400 | Rp 400,000 |Tahun 2012

33 |S. 166 4,000|Pelemsewu 11 Kandang Ternak Hartoyo Pelemsewu 1th Rp 400 | Rp 1,600,000 [Tahun 2012

34 |S.96 3,000|Glugo Il Maubel UD Anton Glugo 20 th Rp -| Rp - |Pembayaran /5 th
35 |S.165 7,000(Glugo Il Maubel UD Anton Glugo 20th [ Rp - | Rp - |Pembayaran /5 th
36 |S.89 480|Glugo Il Maubel UD Anton Glugo 20 th Rp -| Rp - |Pembayaran /5 th
37 |S.26 225|Glugo Tg Krapyak I Tower BTS PT Tara Cell Intrabuana 10th | Rp -1 Rp - |Pembayaran/ 5 th
38 |S.91,92 11,413(Wt Janganan Il Rusunawa Pemda Bantul Bantul 5th Rp 1,500 Pembayaran /5 th
39 |S.89 807|Kd Sorowajan 1l Lap.Bulutangkis Masyarakat Glugo 1th Rp 700 [ Rp 564,900 [Tahun 2012

40 ([S.128 500|Kd Tegal Krapyak I Meubel Asmuni Yogyakarta 1th Rp 2,000 | Rp 1,000,000 [Tahun 2012

41 [S.15 550(Dongkelan | Pemukiman Masyarakat Dongkelan 1th Rp 1,500 | Rp 825,000 [Tahun 2012

42 |S.14.b 500|Dongkelan | Pemukiman Masyarakat Dongkelan 1th Rp 1,500 | Rp 750,000 [Tahun 2012

43 |[S.32 300|Krap. Kulon I Play Grup YPI Krap Kulon 5th Rp 700 | Rp 210,000 [Tahun 2012

44 |[S.37 5,150|Krapyak Kulon L Rumah Sakit LVRI Yk Yogyakarta 5th Rp -| Rp - |Pembayaran /5 th
45 1S.35 5,000|Krapyak Kulon 11 Lapangan Masyarkat Krap KL Rp - | Rp -

46 |[S.165 300|Wetan Pelemsewu I Tower PT Tara Cell Intrabuana 20th [ Rp -| Rp - |Pembayaran /5 th




No | PERsIL LUAS LETAK/ KELAS | DIGUNA USAHAKAN PENGGUNA ALAMAT [JANGKA| BESAR SEWA JUMLAH SEWA KETERANGAN
M 2) LOKASI TANAH UNTUK PENYEWA PENGGUNA | WAKTU PER m2
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
47 1S.93 300|Glugo v Kandang Becak Teguh Glugo 1th Rp 700 | Rp 210,000 |Tahun 2012
48 |[S.73 700|Krapyak Wetan Y Kandang Bus Budi Martono Krapyak Kulon] 2 th Rp 2,000 | Rp 1,400,000 |Th 2012 S/d 2014
49 (P.82 2,140(Krap. Wetan 1] Lap SD Krap.Wt SD Krap Wt Krap. Wetan 1th Tahun 2012
50 |S.132 300|Kweni I Material Sutikno Sawit 1th Rp -[ Rp 2,500,000 [Tahun 2012
51 |S.112 620|Kweni 11 Kolam ikan Pemuda Kweni Kweni 1th Rp 400 [ Rp 248,000 |Tahun 2012
52 |S.64.65 10,050(Krapyak W etan v Lap. Sepakbola Masyarakat Kweni 1 th Rp - | Rp - |Tahun 2012
53 |S.103 1,342(Sudimoro Il Rumah Makan Bambang waseso 20 th Rp - | Rp -
Jumlah 140,928 Rp 282,048,300

Panggungharjo, 3 Desember 2015

Lurah Desa,

ttd

W ahyudi Anggoro Hadi




TANAH KAS DESA YANG DISEWA
OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Lampiran: 4

No | JENISBARANG | LUAS LETAK/ KELAS DIPAKAI/ PEMAKAI STATUSTANAH | MULAI DIGUNAKAN
DAN PERSIL M 2) LOKASI TANAH PEMANFAATAN
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 |S.83 3,000|Cabeyan Y SDN Sewon | & UPTD Dinas P & K Kas Desa 1963
2 |[S.74 2,000|Gesikan v SDN 3 Jarakan Dinas P & K Kas Desa 1964
3 1S.43 2,500]|Krapyak Kl v SDN Jageran Dinas P & K Kas Desa 1963
4 |[D.83 2,000(Krapyak Wt \Y, SDN Krapyak wetan Dinas P & K Kas Desa 1976
5 [S.9 2,000]|Krapyak Kl 1] SDN Jageran Dinas P & K Kas Desa 1976
6 |S.148 500|Kr Nongko v Pustu Dinas Kesehatan Kas Desa 1970
7 1S.91 150|Sangkal \% PAM PAM Kas Desa 1988
8 |[S.16 150(Dongkelan \Y PAM PAM Kas Desa 1989
9 |S.68 2,000|Sawit 11 SDN¢Sawit Dinas P & K Kas Desa 1980
10 (S. 149 500]Jetis 11 Rumah'dinas Dokter Dinas Kesehatan Kas Desa 1979
11 |S.41 650|Sawit Il Poskesdes Dinas Kesehatan Kas Desa 2007
12 [S.26 11,325|Tegal Krapyak Il Kolam BBI Dinas perikanan Kas Desa 2008
13 [S.135 630|Kweni \% SD N Jarakan Dinas P & K Kas Desa 2003
JUMLAH 27,405

Lurah Desa,
ttd

Wahyudi Anggoro Hadi

Panggungharjo, 3 Desember 2015




TANAH LUNGGUH PAMONG DESA PANGGUNGHARJO

Lampiran: 5

NO NAMA JABATAN PERSIL KLAS LUAS M2 LOKASI KETERANGAN
) (2) ) (4) () (6) () (8)
Wanyudi Anggoro Hadl,
1 |sFam. Apt. Lurah Desa S.103 I 4,470 KulonGlondong
S.109 I 1,070 Kulon Glondong, Kl kali
S.110 I 23,480 Kulon Glondong
Jumlah 29,020
2 Yuli Trisniati, SH Lurah Desa S.66 1 4,000 Lor Cabeyan
S.110 Il 3;000 Lor Karangnongko
S.117 v 720 Kulon Kadangan
S.115 v 560 Kulon Kadangan
S.111 v 1,200 Kulon kadangan
S.143 Il 568 Lor Jetis
Jumlah 10,048
3 |Muh. Ali Yahya, SH Kasie Pemerintahan S.144 Il 17,020 Kulon Sangkal
S.165 Il 3,470 Wt Pelemsewu
Jumlah 20,490
4 |Nurharyanta, SH Kasie Pembangunan S.66 Il 20,065 Lor Cabeyan
5 Sunarno, S.Ag Kasie Kemasyarakatan S.137 \Y) 7,050 Wetan Garon
S.98 v 8,100 Kd Cabeyan
S.132 % 2,000 W etan Cabeyan
S.165 Y 2,000 Wt Pelemsewu
S.118 Il 450 Kl Mriyan
S:119 M 490 Kl Mriyan
Jumlah 20,090
6 [Sunardiyono Kaur Program S.40 Il 600 Wetan Jaranan Pengganti dari PT Merapi Agung
S.40 Il 540 W etan Jaranan Pengganti dari PT Merapi Agung
S.40 Il 553 W etan Jaranan Pengganti dari PT Merapi Agung
S.40 Il 530 W etan Jaranan Pengganti dari PT Merapi Agung
S.40 Il 1,247 W etan Jaranan Pengganti dari PT Merapi Agung
S.64 I 5,000 Longkang Jaranan
S.74 Il 992 Wetan Jaranan
S.74 I 545 Wetan Jaranan
S.75 Il 355 Wetan Jaranan




NO NAMA JABATAN PERSIL KLAS LUAS M2 LOKASI KETERANGAN

1) (2) 3) 4) (5) (6) (7 (8)
S.76 Il 410 Wetan Jaranan
S.76 Il 480 Wetan Jaranan
S.77 Il 220 Wetan Jaranan
S.77 Il 682 Wetan Jaranan
S.77 Il 678 Wetan Jaranan
S.77 Il 273 Wetan Jaranan
S.77 Il 273 Wetan Jaranan
S.77 Il 625 Wetan Jaranan
S.77 Il 686 Wetan Jaranan
S.78 Il 664 W etan Jaranan
S.78 Il 606 Wetan Jaranan
S.78 Il 648 Wetan Jaranan
S.79 I 945 Wetan Jaranan
S.79 | 585 W etan Jaranan
S.79 I 1,225 W etan Jaranan
S.80 | 750 Wetan Jaranan

Jumlah 20,112

7 [Kuat Sejati Kaur Umum 73/Cb \Y; 1,320 Kulon Ngipik
74/Cb Y 750 Kulon Ngipik
129/Cb v 1,100 Kl Garon
129/Ch Y 1,800 KI Garon
119/Chb 1Y, 525 Kl Mriyan
119Cb Y 500 Kl Mriyan
95 v 730 Wt Mriyan Pengganti dari PT Merapi Agung
132/Ch 1Y 4,000 Kulon Garon

Jumiah 10,725

8 Kaur Ketiangan S.20 Il 1,182 Ngasem Timbulharjo
S.196 Il 294 Ngasem Timbulharjo
S.196 Il 436 Ngasem Timbulharjo
S.12 Il 1,002 Jombor Timbulharjo
S.166 Il 548 Dagan Timbulharjo
S.37a I 802 Kulon Kepuhan Timbulharjo
S.58 Il 598 Kulon Kepuhan Timbulharjo
S.42 Il 657 Kulon Jombor Timbulharjo




NO NAMA JABATAN PERSIL KLAS LUAS M2 LOKASI KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8)
S.43 Il 760 Lor Kring Malang Timbul
S.78 Il 308 Dagan Timbulharjo
S.4 Il 288 Kulon Kepek Timbul harjo
S.59 Il 638 Kulon Kepuhan Timbul
S.12 Il 706 Kulon Jombor
S.13 Il 352 Kulon Kepek
S.12 Il 662 Ngasem Timbulharjo
S.65 Il 467 Kulon Sewon
S.65 Il 314 Kulon Sewon
Jumlah 10,014
9 |Priyono Dukuh Garon S.139/Ch \Y 7,000 Wetan Garon
S.132/Cb v 1,970 Kulon Garon
S.137/Cb v 1,570 Lor ‘Garon
Jumlah 10,540
10 [Sri Hartuti Dukuh Cabeyan S.80/Cb \Y 4,250 Lor Cabeyan
S.78/Cb v 5,400 Kl Ngipik
S.79/Cb v 1,100 Kl Ngipik
Jumlah 10,750
11 [Heru Prasetyo Dukuh Ngireng-Ireng S.38 Il 853 Kidul Geneng Pengganti dari PT Merapi Agung
S.41 [ 510 Kidul Geneng Pengganti dari PT Merapi Agung
S.42 I 690 Kidul Geneng Pengganti dari PT Merapi Agung
S.44 [ 620 Kidul Geneng Pengganti dari PT Merapi Agung
S.132 v 7,500 Kulon Garon
Jumlah 10,173
12 |[Kerto Rejo Dukuh Geneng S.33/Cb Il 7,755 Lor Ngentak
S.36/Cb Il 1,200 Kd Nentak
S.44/Cb Il 700 Kidul Geneng
S.44/Cb Il 590 Kidul Geneng
Jumlah 10,245
13 |Slamet Dukuh Jaranan S.86 Il 805 Kdl Sawit
S.65 I 8,900 Longkang Jaranan
S.64 1 1,800 Longkang Jaranan
S.80 Il 205 Kdl Sawit
Jumlah 11,710




NO NAMA JABATAN PERSIL KLAS LUAS M2 LOKASI KETERANGAN
) ) ©) (4) (5) (6) () (8)
14  |Sumiyati Dukuh Glondong S.165/Kr Il 3,490 Wt Pelemsewu
S.103 IIb 6,600 Kulon Glondong
Jumlah 10,090
15 |Setyo Raharjo Dukuh Pandes S.154 v 2,100 Kidul'Pandes
S.103 Il 8,050 Kulon Glondong
Jumlah 10,150
15 |R. Jayeng Widagdo Dukuh Sawit S.145/Kr Il 7,515 Lor Sawit
S.112/Kr I 1,110 Lor Sawit
S.111/Kr I 850 Kulon Glondong
S.175/Kr I 425 Kulon'Glondong
S.133/Kr Il 650 Kulen Gloendong
S.16 Il 600 Kidul Weden Pengganti dari PT Merapi Agung
S.144 v 760 Kidul'Kweni Pengganti dari PT Merapi Agung
S.141 Il 644 Kidul Kweni Pengganti dari PT Merapi Agung
S.15 Il 242 Kulon Pl Sewu Pengganti dari PT Merapi Agung
S.14 ] 87 Kulon Pl Sewu Pengganti dari PT Merapi Agung
S.47 Il 300 Kidul sawit
Jumlah 13,183
16 |Burhanuddin Dukuh Kweni S.112/Kr Il 6,520 W etan Kweni
S.122/Kr Il 680 Kulon Kweni
S.140/Kr Il 1,100 Kidul Kweni
S.141/Kr Il 920 Kidul Kweni
S.141/Kr Il 540 Kidul Kweni
Si141/Kr Il 650 Kidul Kweni
S.144/Kr Il 920 Kidul Tegalsari (Kweni) Pengganti dari PT Merapi Agung
S.144/Kr Il 600 Kidul Tegalsari (Kweni) Pengganti dari PT Merapi Agung
S.144/Kr Il 285 Kidul Tegalsari (Kweni) Pengganti dari PT Merapi Agung
Jumlah 12,215
17 |Waskito Dukuh Pelemsewu S.165/Kr Il 8,500 Wtn Pelemsewu
S.168 Il 930 Kdl Pelemsewu Pengganti dari PT Merapi Agung
S.168 Il 610 Kdl Pelemsewu Pengganti dari PT Merapi Agung
S.132 Il 400 Lor Pelemsewu Pengganti dari PT Merapi Agung
Jumlah 10,440
18 |M Damanuri Dukuh Glugo S.165/Kr Il 6,720 Wt Pelemsewu




NO NAMA JABATAN PERSIL KLAS LUAS M2 LOKASI KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8)
S.96/Kr Il 1,560 Wt Pelemsewu
S.165/Kr Il 1,500 Wt Pelemsewu
S.3/Pr Il 450 Lor Sawit
Jumlah 10,230
19 |Edy Sarwono Dukuh Dongkelan S.141/Kr Il 1,200 Kidul'Kweni Pengganti dari PTA
S.141/Kr Il 700 Kidul Kweni Pengganti dari PTA
S.141/Kr Il 561 Kidul Kweni Pengganti dari PTA
S.141/Kr Il 809 Kidul Kweni Pengganti dari PTA
S.142/Kr Il 1,480 Kidul Kweni Pengganti dari PTA
S.144/Kr Il 400 Kidul' Kweni Pengganti dari PTA
S.144/Kr Il 715 Kidul Kweni Pengganti dari PTA
S.144/Kr Il 606 Kidul Kweni Pengganti dari PT Merapi Agung
S.144/Kr Il 650 Kidul'Kweni Pengganti dari PT Merapi Agung
S.115/Kr Il 416 Lor Kweni Pengganti dari PT Merapi Agung
S.115/Kr Il 425 Lor Kweni Pengganti dari PT Merapi Agung
S.18/Kr I 300 Wetan Dongkelan
S.21/Kr I 400 W etan Dongkelan
S.128/Kr [l 1,500 Kidul Tegal Krapyak
Jumlah 10,162
20 [Kunaini Dukuh Krapyak Kulon S.165/Kr Il 6,550 Wt Pelemsewu
S.165/Kr Il 3,000 Wt Pelemsewu
S.4a Il 765 Lor Sawit
S.45 /Kr Y 295 Kl Gedong
Jumlah 10,610
21 |Subarjo Dukuh Krapyak W etan S.165/Kr Il 6,955 Wt Pelemsewu
S.91/Kr I 1,580 Wt Pelemsewu
S.165/Kr 1,500 Wt Pelemsewu
Jumlah 10,035
22 |Hermanu Staf Pemdes S.107/Pr Il 750 Kl Glondong
S.105/Pr Il 1,400 Kl Glondong
S.175/Pr Il 300 Kl Glondong
S.114/Pr Il 1,100 Kl Glondong
S.77 [Pr Il 590 Wt Jaranan
S.77 IPr I 592 Wt Jaranan




NO NAMA JABATAN PERSIL KLAS LUAS M2 LOKASI KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8)
S.109/Pr Il 2,500 Kulon Glondong
S.119 I 780 Kl Pandes
Jumlah 8,012
23 |Tana Kuswaya Staf Pemdes S.97/Kr Il 1,775 Lor Pelemsewu
S.96/Kr Il 4,485 Wt Pelemsewu
S.121 v 690 Kl Pandes
S.121 v 315 Kl Pandes
Jumlah 7,265
24  |Purnomohadi Staf Pemdes S.7/Pr Il 3,150 Lor Sawit
S.80/Pr Il 1,350 Kd Weden Pengganti dari PT Merapi Agung
S.86/Pr Il 470 KdrSawit Pengganti dari PT Merapi Agung
S.7/Pr Il 200 Kd Sawit Pengganti dari PT Merapi Agung
S.80/Pr Il 620 Kd Sawit Pengganti dari PT Merapi Agung
S.87/Pr Il 220 Kd Sawit Pengganti dari PT Merapi Agung
S.80 Il 625 Kd Sawit
S.7 Il 405 Lor Sawit
Jumlah 7,040
25 [Tuminah Staf Pemdes S.9/Pr 1] 3,300 Lor Miri
S.8/Pr Il 1,000 Lor Miri
S.7/Pr Il 110 Lor Miri
S.7/Pr Il 1,100 Lor Miri
S.7/Pr ] 520 Lor Miri Pengganti dari PT Merapi Agung
S.144a 1,000 Wt Kweni
Jumlah 7,030
26 |Sumini Staf Pemdes S.144 Pr v 1,500 KI Sangkal
S.165/Kr Il 1,500 Wt Pelemsewu
S.43/Cb v 970 Kl Gedangan Pengganti dari PT Merapi Agung
S.43/Cb Il 480 Kl Gedangan Pengganti dari PT Merapi Agung
S.42/Cb Il 300 Kl Gedangan Pengganti dari PT Merapi Agung
S.42/Ch Il 350 Kl Gedangan Pengganti dari PT Merapi Agung
S.42/Cb Il 370 Kl Gedangan Pengganti dari PT Merapi Agung
S.42/Cb Il 270 Kl Gedangan Pengganti dari PT Merapi Agung
S.42/Cb Il 270 Kl Gedangan Pengganti dari PT Merapi Agung
S.43 v 350 Kl Gedangan




NO NAMA JABATAN PERSIL KLAS LUAS M2 LOKASI KETERANGAN
) ) ©) (4) (5) (6) () (8)
S.165 Y 650 Kl Gedangan
Jumlah 7,010
27 [Ansoriyah Staf Pemdes S.43/Cb Il 930 Kl Gedangan
S.49/Cb Il 360 Kl Gedangan
S.44a/Cb Il 360 Kd Geneng Pengganti dari PT Merapi Agung
S.37/Cb Il 420 Kd Ngentak Pengganti dari PT Merapi Agung
S.165/Kr Il 2,220 Lor Pelemsewu
S.37/Cb Il 380 Kd Ngentak Pengganti dari PT Merapi Agung
S.37/Cb Il 820 Kd'Ngentak Pengganti dari PT Merapi Agung
S.37/Cb Il 510 Kd Ngentak Pengganti dari PT Merapi Agung
S.43 Il 439 Kl'Gedangan
S.49 v 200 Kl Gedangan
S.44 Il 445 KI'Gedangan
Jumlah 7,084
28 |Sri Estuningsih Staf Pemdes S.29/Chb ] 600 Kl Goripon
S.30/Cb ] 740 KI Goripon
S.30/Cb Il 1,090 Kl Goripon
S.140/Pr 1] 1,830 Wt Kweni
S.43/Cb Il 970 Kl Gedangan Pengganti dari PT Merapi Agung
S.33/Cb ] 400 Lor Ngentak Pengganti dari PT Merapi Agung
S.37 400 Kd Ngentak
S.144a 1,000 Wt Kweni
Jumlah 7,030
29 [Sri Rejeki Staf Pemdes Si58a Il 763 Dobalan Pengganti dari PT Merapi Agung
S.58a I 591 Kepuhan Pengganti dari PT Merapi Agung
S.58a I 820 Kepuhan Pengganti dari PT Merapi Agung
S.58 I 538 Kepuhan Pengganti dari PT Merapi Agung
S.59 Il 1,200 Kepuhan Pengganti dari PT Merapi Agung
S.57 Il 616 Kepuhan Pengganti dari PT Merapi Agung
S.145 I 1,000 Kd Karangnangka
S.121 I 607 Kl Pandes
S.121 I 563 Kl Pandes
Jumlah 6,698
30 [Rubiyanto Staf Pemdes S.57 Il 867 Kepuhan Pengganti dari PT Merapi Agung




NO NAMA JABATAN PERSIL KLAS LUAS M2 LOKASI KETERANGAN
) ) ©) (4) (5) (6) () (8)
S.58a Il 1,116 Kepuhan Pengganti dari PT Merapi Agung
S.57 Il 2,030 Kepuhan Pengganti dari PT Merapi Agung
S.57 Il 481 Kepuhan Pengganti dari PT Merapi Agung
S.145 I 1,000 Kl Pelemsewu
S.151 I 300 Kl Pelemsewu
S.95 I 563 Lor Pelemsewu
Jumlah 6,357
31 |M. Eko Triadi Staf Pemdes S.65 Il 932 Sewon Pengganti dari PT Merapi Agung
S.65 Il 737 Sewon Pengganti dari PT Merapi Agung
S.25 1] 844 Kowen Pengganti dari PT Merapi Agung
S.58 Il 794 Kowen Pengganti dari PT Merapi Agung
S.39 Il 569 Kowen Pengganti dari PT Merapi Agung
S.42 Il 633 Kowen Pengganti dari PT Merapi Agung
S.121 Il 600
S.4a Il 346
S.4a Il 336
S.4a Il 381
S.4a Il 387
Jumlah 6,559
32 [Minarsih Staf Pemdes S.14 v 376 Kepek Pengganti dari PT Merapi Agung
S.15 \% 2,088 Kepek Pengganti dari PT Merapi Agung
S.65 v 338 Kepek Pengganti dari PT Merapi Agung
S.2 Il 451 Kepek Pengganti dari PT Merapi Agung
Si51 1 490 Kepek Pengganti dari PT Merapi Agung
S4 1 398 Kepek Pengganti dari PT Merapi Agung
S.65 v 358 Kepek Pengganti dari PT Merapi Agung
S.26 Il 558 Goripon
S.80 Il 335 Sawit
S.85 Il 795 Mrisen
S.85 Il 379 Mrisen
Jumlah 6,566
33 |Retno Setyowati Staf Pemdes S.15 Il 492 Kepek Pengganti dari PT Merapi Agung
S.4 Il 820 Kepek Pengganti dari PT Merapi Agung
S.13 I 466 Kepek Pengganti dari PT Merapi Agung




NO NAMA JABATAN PERSIL KLAS LUAS M2 LOKASI KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8)
S.102 Il 1,373 Sudimoro Pengganti dari PT Merapi Agung
S.14 1 905 Kepek Pengganti dari PT Merapi Agung
S.83 1] 584 Kepek Pengganti dari PT Merapi Agung
S.93 Il 900 Lor Pelemsewu
S.6la Il 1,200 Sorowajan
Jumlah 6,740
Jumlah Total 374,488

Panggungharjo, 3 Desember 2015
Lurah Desa,

ttd

W ahyudi Anggoro Hadi




PENGAREM-AREM MANTAN PAMONG DESA PANGGUNGHARJO

Lampiran : VI

No NAMA Jabatan Mantan Persil Klas Luas Lokasi Keterangan
1) (2) 3 4 ©) (6) @ 8)
1 H. Samidjo Lurah Desa S.103 | 7,000 Kulon Glondong
2 |H. Djaelani BA Carik Desa S.115/Cb 11 869 Kulon Kadangan
S.115,116/Cb 11 1,386 Kulon Kadangan
S.128/Cb 11 400 Kidul Cabeyan
S.111/Cb i 2,250 KidulhCabeyan
Jumlah 4,905
3 |Kayatidjo Pemb. Pemerintahan S.132/Cb v 2,690 W.etan Cabeyan
4  |Mugiyanto Pemb. Umum S.165 Il 2,000 Wetan Pelemsewu
5 |Tukidjo BA Pemb. Ekbang S.154,155/Pr Il 2,000 Kidul Pandes
6 |Rejo Pranoto Dukuh Pelemsewu S.165/Kr Il 2,155 W etan Pelemsewu
7 |Sukarman Dukuh Dongkelan S.22alKr Il 1,260 Kidul Tegal
S.141/Kr Il 850 Kidul Kweni Pengganti dari PT Merapi Agung
Jumlah 2,110
8 |Prapto Wiyono Dukuh Ngireng - Ireng S:i41 Il 234 Kidul Geneng Pengganti dari PT Merapi Agung
S.41 11 416 Kidul Geneng Pengganti dari PT Merapi Agung
Si41 i 647 Kidul Geneng Pengganti dari PT Merapi Agung
S.41 1l 666 Kidul Geneng Pengganti dari PT Merapi Agung
S.41 Il 670 Kidul Geneng Pengganti dari PT Merapi Agung
S.37 Il 400 Kidul Geneng Pengganti dari PT Merapi Agung
Jumlah 3,033
9 |Hadi Sutarjo Dukuh Krapyak Wetan S.165/Kr Il 2,010 Wetan Pelemsewu
10 [Wiryo Semito Tukang Kebun S.155/Kr Il 730 Kidul Pelemsewu
S.168 Il 400 Kidul Pelemsewu Pengganti dari PT Merapi Agung




No NAMA Jabatan Mantan Persil Klas Luas Lokasi Keterangan
@ (2) 3 4 5 (6) ) 8
Jumlah 1,130
11 [H.MWasilan Kabag Kesra S.137 \ 5,000 Wetan Garon
12 [H. Puspo Atmojo Kabag Pemerintahan S.66 1l 4,800 Lor Cabeyan
13 |Jadi Raharjo Staf Pemerintahan S.137 v 2,000 Lor Garon
14 |SariW,BSc Dukuh Pelemsewu S.98 Il 1,015 Lor Pelemsewu pengganti dari PT Merapi Agung
S.98 Il 975 Lor Pelemsewu pengganti dari PT Merapi Agung
1,990
15 |HM Wazani Dukuh Kweni S.144 V 1,200 Kidul Tegalsari (Kweni)
S.141 1] 1,000 Kidul Kweni
Jumlah 2,200
16 [Sukijo Dukuh Pandes S.103 2,000 Kulon Prancak Glondong
Jumlah Total 47,023

Panggungharjo, 3 Desember 2015

Lurah Desa,

ttd

W ahyudi Anggoro Hadi




